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f,UBUNGAN MEMORANDUM DAN SIDANG ISTIMIWA
DAI,AM PEI{EGAKAIi{ HUKUM TATA NEGARA

*",o?11'ono
Akibat dai memorandgm I dan Memorandam II dari DPR kcpada Presiden berimplikasi
pada Sidang Istimewa MPR. sehinffia berakibal pada iatuhnya rezim Presiden C'usdur'
Perbedaan pendapt dan penafsiran te4adi dalam penerapdn hukum untuk mencai
hubungan sebab akibat yang secara hulwm mempunyai l@htaran hufum dan akibat
huhtm

Pendahuluan
Dalam penegakan hukum masalah

pro kontra bukanlah hal yang aneh, dan itu
waiar, karena iarang s€kali suatu keputusan
itu dirasakan adil oleh para pihak yang
tertibat didalamnva. Sebasai perbandingan
dapat dilibat dalam proses penegakan
hukum pidana Pada umumnva aoabila
hakim telah memutuskan pe*ara maka ada
dua kemungkinan, Wrtarru terdakwa atau
iaksa naik banding. kedua terdal<vra
menerima putusan. Akan tetapi jarang
sekali terdakwa atau iaksa menerima begitu
saja akan putusan hakim. Pelajaran yang
dapat diambil adalalq menurut hakim
putusan ters€but sudah adil. namun bagr
terdakwa atau jaksa putusan tersebut belum
tentu adil (pro kontra terjadD.

Dalam pada itu mengingatkan kita
poda pro konfia yang terjadi diseputar
Memorandum I dan Memorandum II DPR
yang mengarah pada Sidang Istimewa
MPR Menunrt sebagian besar anggota
DPR terbentuknya dan mekanisme ke{a
Panitra Khusus mengenai Buloggare dan
Bruneigate telah sesuai p€raturan

per.undang-undangan yang berlaku,
ssmentara itu dalam jawabannya atas
Mcmorandum DPR-RI tanesal I Pebruari
2001 Presiden AMurrahman Wahid
memberikan penilaian bahwa isi
memorandum mengandung hal-hal yang
kurang togis vang tidak memenuhi svarat
korstitusi untuk diterima sebagai Presiden
Ada tiga hal alasan prinsiP Yang
dikemukakan Presiden vang
melatarbelakangr penotakan memorandum
tersebut. Penaru" Pansus dinilai lllegal.
karena dianggap secara prosedural terjadi
pelanggaran dalam pembentukannya. (lihar
UU No. 6 Tahun 1954 Pasal 2 aYat (l\1.
Kedaa, Pansus tidak memenuhi
peGyaratan dalam pasal 156 dan 157 Tata
Tertib DPR-RI vang pada intinva mengenai
pelaporan. Kdgo" Presiden
mempersoalkan s),aret dikeluarkann-va
Memorandum berdasarkan Pasal 7 ayat (2)
TAP MPR No. nVMPR/1978, yaitu
"Apabila Dewan Perwakilan rakyat
metrgsnggrp Preriden sungguh
melangger Heluan Negere, maka Dewan

Euburgon trLrtorsndran Dan Sldorg kai aea
Dolsm Pcnagohan Ha*tn Tols Nagors
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Perwakilan Rakyai menyampsikan
memonndum untuk - mengingatken
hesiden".

Ada kalanya pro kontra tenebut
disebsbkan sudw prndang yang berbed4
terutama satu sisi dapat dilihat dari
kacamata politit d'n s&tu sisi dapat dilibat
dari kacamata hukum. Mengingat negara
kita adalah negara hukum maka telrtrnya
kita harus suhansi pe,rsoalan
tersebut telah mengarah kepada Sidang
Istimewa yang justsu juga akan
dipersoalkan keabsahannyq kewenangan
MPR, akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Dari uraian di atas dcgot
dirumuskan isu sebagai berikut :
l) Apakah substansi Memormdum DPR

dari kaoamata hukum?
2) Apaksb fuslrmgan Memorandum dan

Sidang Istimewa merrpunyai kekuatan
hukum dan akibat h&mkah?

3) Bagaimana aspek . hukum dari
memorandum DPR?

4) Bapimana kekuatan hr*um dan akibat
hukum dari mernorandum DPR yang
borujung pada Sirlang Istimewa?

Subrtenri Memorandun DPR
Mengawali pembahasan makalah

ini perlu dikemukokan bahwa,
diketuarkannya memorandum adalah
merupakan salah lgatu bentuk
pelaksanaan tugas dan.wewenang DPR
khususnya di bidang p€ng&wasan
berdasarkan UU No. 4 Tahun 1999.
Pengawasan yang dimaksud .adalah
terhadap : l) pelaksanaan Undang-

Undang, . 2) p,elakisnarn, Anggaran
Pendapatan. dan Belanja Negara, 3)
kebijakan Pemerintah sesuai dengan
jiwa Undang-Unlang Dasar 1945 dan
ketetapan MPR. Untuk melaksanakan
tugas tersebut DPR mempunyai bak:
a. lvleminta ketemngrn kepada P.residen;
b. Mcngadakan penyelidikan;
c. Mengadakan perubalnn atas rancangan

udang-undang;
d. Mengqiukan pernyataan pendapat;
e. Mengajukan rancangan undang-

undang;
f. Menpjukar/menganjurkan seseorang

unu* jabatan tertfltu jika ditenarkan
oleh suatu p,eraturan perundang-
undaFgae

g, ldenentukan anggaran DPR
Keberadaan Panitia Khusus adalah

sebagai alat kelengk4pan DPR dalam
melaksamkan tugas dan welryclrsgnya
(P8sal 37 UU No. 4 Tahun 1999) yang
pelsksanaaonya di atur dalarn Tata Tertib
DPR. Apabila Panitia Khusru telah
dibentuk berdasarkan Tata Tertib,
sernentara olch Presideo. dinyatakan trlcgrl
afsu, telah terjadi pelsnsgsran prosedur
dalun pembenhrkarnya (5 September
2000) karena pada awalnya tidak
drcentumksn d4t!n Berita Nega4a
Republik Indoncoia sesuai Pasal 2 cyd (l)
No. 6 tahun 1954, "Putusan pembenU*an
Pansus diumumkan dengm resni dalam
Berita Negarq sesu.i dcngan risalah.DPR
yang hrsangkutan", dan didafurkan dslam
Belita Ncgam ietelalr Pansus Iama betega

Eubuugqtt trlamorandrm Dan Sidong lttimcrj,c
Dalora Parcga*tn Eahun latt Netara
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dan sifatnya Back dolc, bagaimana hal
ters€but dilihat dari kacemata hukum?

Menurut fl:nulis, pertama harus
dipisahkan antara keabsahsn pcmbentukan
dengan pencantuinan dalarn Berita Negara-
Pembentukan Pansus rcnebut Pada
dasamya telah did$lirksn pada Tata Tertib
DPR dengan keputusan DPR yang beratti
secara hukum telah mempimyai kekuatan
hukum, sedangkan syarat pengumuman
dalam Berita Negara sifatrya, adalah
peresmiaq lihat kara-kata "dinnmrkan
dengan resmi". Dalam pada ifu tujuan
suatu peraturai penmdang-undangen atau
keputusan lain diumumkdn dalam Berita
Negara adalah agar setiaP orang
mengetahui htl tss€but (ingd asas setiap
orang dianggap tahu tentang hukum).
Secara formal itu mcrupokan syarat bagi
suatu lernbaga ncgara apobila asas tcrsebut
f,sngikat poda subyek hukum. Artinya" itu
merupirkan syarat formal aPabila
dikemudian hali ada seseorang yang
bcrkaitan dengan suatu masalalt mengklaim
bahwa dirinya tidak tahu bahwa telah ada
sesuetu keputusan hulium (secara
umrmr/Pansus yang dibentuk dleh DPR.
Pada sisi lain pengumumdn tersebut bukur
tidak dilakukrn sant! sekali melainkan
tdlambat. Hal ini tenhnya tetap ahpat
dikatakan, keberadaan Pansus sah dan
legal.

Sisi lain yang harus dicctinati
bahwa, hasil kerja atau kepfusan Pansus
adalah tid.k mengikat, langung Pnesiden.
llasil kerja atau keputilsan Pansus adalah
sebagai masukan kepada DPR untuk

Htbtigdr Mcaoratdan Dqn Sidang kaimqto
Dtlt Parctarat Etku'| Iota Ncttrs

mengambil keputusan, sehingga hal ini
peda dasamya adslah int€fii Hesidcn
seharusnya sungguh-sugguh
mendengartan suara DPR. Dengan
daniharl 'yang mengikat Pesidcn adaleh
Hasil Sidqng Paripurna DPR-N ke 36
tanegpl I Pobnrari ?001 dan ditindaklanjuti
Surat ke Presiden No. KD.02/495/DPR-
RV200l (tanCSal 2 Pcbruari 2001),
rralaugrn. Keprtusan DPR tersebut seolsh-
olah banya menerlna hrsil kcrja Pansus.

Tujuan pengowunn Yang
dilakukam DPR tidak lain adalah untuk
membotasi kekuasaan Presiden dan
mencgal<kan dernokrasi.

Pansus dalam laPorannYa
menyebutkan bohwa :

l. Dalam kasus dana Yanat€ra
Bulog "Patut didrry bahwa
Presiden Abdrnrahman Wahid
berpeiin dalam pmcarian dan
penggumrn dam Yanabra
BULOG.

2. Dalam kasus dana bartu8n
Sultan'bdartya inkon3istensi
pemyafdn Presiden
Abdurabman Watrid tentang
mashlrh masalah bantuan Sultan
Brunai, mefiunjukkan bahwa
Presiden telsh mcnyampaikan
k€tcrang[n yang tidrk

' sebenamya kcpoda masyarakat".
Hasil kerja Pansus t€rsebut

ditindaklanjuti DPR dengan
mengingatkan (menyamPaikan
memorandum) kepada Presiilen
berdasarkan TAP MPR No.
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III/MPR/1978 Pasal 7 bahwa, Presiden
sungguh melanggar haluan negara
yaitu:
1. Melanggar UUD t945 Pasal 9 tentang

Sumpah Jabatan;
2. Melanggar TAP MPR No.

D?MPR/I 988 tentang p€nyelenggnraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Dari dua pemyataan DPR di atas
rcrdapat beberapa substansi persoalan yang
dapat dikaji dan atau ditempatkan pada
proporsinya. Perlarnq dilihat dari pasal 9
UIJD 1945 yang berbunl "Demi Allah"
saya bersumpah akan memenuhi kewajiban
Prcsdien Republik lndonesia dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilny4
memegang teguh Undang-Undang Dasar
dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturarynya dengan selurus-lurusnya
serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa",
hal tersebut bul€nlah hal yang gampmg
untuk dinilai bila hanya berdasar dari kasus
dana Yanatera BULOG dan/atau
Bruneigate. Hal ini disebabkan bahwa,
Presiden selaku Mandataris MPR
mempunyai kewajiban untuk menjalankan
TAP MPR No. IVMPR/1999 renrang
Garis-Garis Besar Flaluan Negara Tahun
1999-2001. Di dalam ketetapan tersebul
selain visi, dan misi kemana negara mau
dibawa juga menyangkut arah kebijakan di
bidang hukum, ekonomi, politik, agama,
pendidikan, sosial budaya,
daerah, sumber dayg alam dan lingkungan
hidup, serta peiahan4n dan
keamanan.dengan demikian akar
permasalahannya harus kembali kepada

pengertian bahwq mernorandum itu adalah
sustu peringatan dari DPR sebagai lembaga
kontrol kepada Presiden dalam
penyelenggarJan Pernerintaharl dan bukan
merupakan pijakan awal untuk
memperingatkan Presiden.

Secara keseluruhan sumpah
tersebut harus dikaji dengan hasil
men;alankan kewajibannya (GBHN)
tersebut.

Kenyataan bahwa Buloggate dan
Bruneigate mcrupakan pijakan awal dapot
dilihat dari adanya Mernorandum II yang
dikeluarkan DPR tanggal 30 April 2001
yang lalu. Peringatan/Memorandum II
lebih menempatkan bagaimana seharusnya
Presiden melaksanakan GBHN, dan
bahkan akibat dua kasus tersebut
membawa dampak baik secara politis,
ekonomi secara makro (termasuk
kepercayaan intemasional), maupun
hukum. Hal ini dapat hta lihat dari laitik,
saran, atau pendapat masing-masing fraksi
yang ada di DPR.

Dalam proses ini jawaban
Presiden bukan satu-satunya pusat
penyelesaian masalah yang harus
diperhatikan dan diterima. DPR, akan
tetapi yang paling penting dari adanya
peringatan/m€morandum tersebut
adalah perubahan kebijakan ke arah
yang lebih baik berdasarkan GBHN.
Kefua, kebradazn keberadaan TAP MPT
No. XV<PR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN
pelaksanaannya menupakan salah satu
tanggung jawab Presiden, apalag

Ilubungar Mcmordndum Dad Sidong ltri',,.N'q
Dolon Pcregttan Hthrn Tota Ncguo
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pelaksanaannf didukung dengan UU No.
28 Tahun 1999. Penulis melihat bahwa,
korupsi, kolusi, dan nepotisme lebih
bersifat politis terutama dilihat dari kata
kolusi dan nepotisme, sehingga. secara
hul-um akan sulit dibuktikan bahwa itu
merugikan negara atau sesuatu yang
memang harus dibenihkan. .

Dalam era Presiden Abdurrahman
Wahid dari 45 Menteri yang ada (bukan
warisan Orba), 20 Menteri terlibat dalam
urusan bisnis, 15 orang diantaranya terlibat
langsung, baik sebagi profesional maupun
pemilik (Sumber Pusat Data Bisnis
Indonesia (PDBI) Tahu 2001/Jawa Pos,
I lApnl 2001).

Melihat kenyataan yang ada bahwa
dalam proses persidangan terutama yang
menyangkut kasus dana Yanatera Bulog
beberapa orang telah terindikasi terlibat
atau tclah dinyatakan benalalu yang itu
semua juga tidak lepas dari pengamatan
bahwa Presiden "secara langsung atau
tidak langsung terlibat" (kacamata HTN).
Dari sisi Pidana belum ada Surat
Penghentian Penyidikan Perkara (SP3),
sehingga mssih dirnr rngki nkan tindakan
lebih lanjut akan penyclidikan dan
penyidikan atas diri Presiden Abdurrahman
Wahid.
Kaiga" lra,ta-klta "srutgguh melanggar
haluan negara" telah terjadi persepsi yang
berbeda-beda. I{al ini disebabkan
persinggungan pengertian dari sisi Hukum
Pidana dan Hukum Tata Negara. Dalam
Hukum Pidana jika terjadi pelanggaran
terdapat tolok ukur pembuktian yang lebih

tegas dan jelas, apakah itu menyangkut alat
bukti atau akibat hukum dari pelanggaran
tersebut. Akan tetapi dalam Hukum Tata
Negara pelanggaran yang dilakukan oleh
seorang Presiden tolok ukur penilaiannya
adalah GBHN yang bidang dan
cakupannya cukup luas. Sebagai contoh,
dalam sidang DPR kemarin telah muncul
beberapa pandangan akibat adanya Surat
dai Kejaksaan Agung yang menyatakan
bahwa Presiden tidak t€rbukti ikut dalam
pencairan dan penggunaan dana Yanatera
Bulog. Tentunya keterlib.atan ters€but akan
terbukti apabila ada semacam Nota atau
Katebelece, karena hal itu dapat menjadi
alat bulci yang kuat dalam Acara Pidana.
Pengakuan bisa berubah-ubah, apalagl
kalau disertai ancaman. Yang lebih harus
dicermati, Surat dari Jaksa Agung kepada
DPR bukan merupakan Swat Penghentian
Penyidikan Perkara (SP3).

K€nyataan yang terjadi sekarang
dapat kita rasakan, kondisi
perekonomian yang tambah
memperberat rakyat, masalah keuangan
n€gara satu sisi membebani rakyat satu
sisi dapat tekanan dari luar negeri,
suhu politik selalu berubah-ubah yang
justru mengarah ke arah kebrutalan,
kunjungan Presiden ke luar negeri yang
telah mengeluarkan biaya cukup tinggi
tidak membawa hasil, pertahanan
keamanan semakin merosot. Hal ini
merupakan bukti dalam penegakan
hukum khususnya Hukum Tata Negara,
karena hal yang demikian tidak sejalan
dengan GBHN. Penulis menyadari,

Etbungoa Mcmoraadum Dan Sidang Istiarcwa
Dalon Pan.grlan Huh4m Tsta Negato
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penegakan Hukum Tata Negara syarat
dengan permainan politik yang justru
akan menimbulkan persepsi berbeda-
beda. Akan tetapi politik adalah
termasuk bidang pembangunan dalam
GBHN. Gus Dur sendiri mengakui
bahwa sebagai Presiden meneerima
Memorandum sebagai kenyataan
politik yang tidak dapat dihindarkan.
Menyadari hal yang demikian,
haruskah semacam ini akan terus
berlanjut; jawabnya tentu tidak.

Hubungen Memorandum drn Sidrng
Istimewa

Hubungan Memorandum dan
Sidang Istimewa ini merupakan sebab
akibat yang tidak dapat dihindarkan
bila dilihat dari ketentuan TAP MPR
No. III/MPR/1978 Pasal 7 ayat (4),
bahwa : "Apabila dalam waktu satu
bulan memorandum yang kedua
tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak
dindahkan oleh Presiden, maka Dewan
Perwakilan Rakyat dapat menerima
Majelis mengadakan Sidang Istimewa
untuk meminta p€rtanggungiawaban
Presiden".

flalam sidang DPR tanggal 30 Mei
2001 telah dinilai bahwa Presiden telah
mengabaikan Memorandum II dan sepakat
mengundang MPR untuk mengadakan
Sidang Istimewa, dan narnpatnya MPR
telah mengrgendakan sidang tersebut
mempunyai kekuatan hukum.

Karena memorandum hanyalah
merupakan peringatan, maka Sidang

Istimewa itulah tindak lanjutrya Apopun
yang dilakukan Presiden, DPR tidak dapat
menjatuhkan Presiden. Sidang Istimewa
merupakan t€mpat untuk melihat dan
membuktikan apakah Presiden dapat
m€mpertanggungiawabkan tugas dan
w€rvenangnya berdasarkan p€ratur.an
perundang-undangan yang berlaku dalam
melaksanakan GBHN. Dengan demikian,
Prpsiden harus datang dalam sidang
t€mebut dan men.yarnpaikan laporan
pqtanggungiawabannya.

Baik adanya mcmorandum dan atau
Sidrng Istimewa ada akibat hukum bagi
Presiden, walaupun akibat politiknya juga
menonjol. Namw begitulah antara HTN
dan politik terkadang jaraknya dekat dan
samar-samar bohkan beftaur.

Apabila dari pertanggungiawaban
tersebut MPR menerirnanya, maka
Presiden akan tetap menjalankan tugas dan
wew€nangnya sampai akhir masa
jabatannya, kecuali ada hal-hal lain karena
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
uadangan. Dan apabila
pertanggungiawabannya ditolalq
kemungkinan b€sar Presiden akan
dijatuhkan dari jabatannya (tidak menjabat
las).

Akhir-kahir ini, Presiden sering
menyatakan Statemen bahwa dia "tidak
akan memberikan pertanggungiawaban
dalarn gideng Istimewa, karena
pertanggungiawabannya sebagai Presiden
baru pada tahun 2(X)4". Menurut hemat
penulis apabila hal tersebut benar-benar
teqiadi justru akan merugikan Prcsiden

H ubangin llcnotandui iiii''siaang nti rr,cva
Dalan Pcnega*an Eukam Tato N.gr.o
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Pelutup
Substsnsi lvlemorandum addsh

mcogiogatkan Pt€sidcn urtnk 'lebih
konscntrasl meqialanlan tuglis-tuggsnya,
bukan nengnditi. Memoraodum thn
Sidang Istimewa mempurryai hubrmgrn
setrab akibat yang secata hukum
mcmpunl,si kekuirfan hukum dan alibdt
hukum.
tvlcnmaapl Sidang Istimerua tcrsebut
s€yogyarya ' hesiden mernpertoiki
kincdanya, dan 'ketika sidrng scrta
rnenyalupaikan penanggun$awabannya.
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